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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan oleh praktikan pada Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi. Praktikan melaksanakan PKL selama 41 hari kerja 
menyesuaikan jam kerja pada Ditjen Migas. Selama melaksanakan PKL, praktikan 
ditempatkan pada bagian keuangan dengan melakukan berbagai kegiatan yang 
sesuai dengan tugas dan fungsi bagian keuangan. Beberapa kegiatan yang praktikan 
lakukan adalah berkaitan dengan input pengeluaran ke dalam aplikasi internal 
Ditjen Migas, melakukan perhitungan PPh, hingga melakukan monitoring surat 
perintah membayar secara online. Dalam melaksanakan tugasnya, praktikan juga 
mengaplikasikan berbagai ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. Selain itu, 
praktikan juga menambah pengetahuan mengenai aturan keuangan Ditjen Migas 
yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan. Berbagai kendala dan 
tantangan yang dihadapi oleh praktikan membuat praktikan harus sigap dan teliti 
dalam melaksanakan berbagai tugas yang ada. Praktikan dituntut pula untuk dapat 
melaksanakan etika yang berlaku sesuai dengan yang diterapkan di Direktorat 
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3. Unggul Purwohedi, SE, M.Si, Ph.D., selaku dosen pembimbing 





4. Seluruh dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta; 
5. Keluarga Besar Generasi Baru Indonesia; 
6. Keluarga Besar Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 2018; 
7. Seluruh karyawan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang 
telah membantu praktikan dalam menjalankan tugasnya selama PKL 
berlangsung; 
8. Teman-teman S1 Akuntansi 2015 yang senantiasa memberikan 
dukungannya dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan 2018. 
 
 Sangat disadari dalam pembuatan laporan ini masih jauh dari kata 
sempurna dan masih terdapat beberapa kesalahan di dalamnya. Untuk itu, 
praktikan mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang telah 
membaca laporan ini untuk membuat praktikan semakin baik lagi dalam 
membuat laporan kedepannya.  
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
 Kemajuan teknologi mengantarkan manusia menuju era yang lebih 
modern. Hal ini tentunya berdampak bagi kehidupan manusia salah satunya pada 
lapangan pekerjaan. Dimana seperti yang diketahui pekerjaan merupakan suatu hal 
yang penting karena dapat menopang kehidupan setiap orang bahkan 
mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tingginya kebutuhan akan 
pekerjaan berpengaruh secara langsung terhadap daya saing untuk mendapatkan 
pekerjaan tersebut. Melihat hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa kualifikasi 
dalam suatu bidang pekerjaan kian lama kian meningkat. Persaingan yang semakin 
bebas dan ketat mengharuskan setiap individu mampu membekali dirinya dengan 
berbagai keahlian.  
 Mahasiswa sebagai generasi penerus yang diharapkan mampu untuk 
bersaing tentunya perlu membekali diri. Dimana selama menjalani proses 
perkuliahan mahasiswa senantiasa diberikan berbagai pengetahuan seputar bidang 
ilmu sesuai dengan program pendidikannya. Bekal ini digunakan untuk nantinya 
membuat mahasiswa siap dan mampu dalam menghadapi dunia pekerjaan yang 
sesungguhnya. Meskipun demikian, seringkali pembelajaran yang dilakukan di 
kelas dirasa berbeda dengan yang ada di dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan 






Berdasarkan kenyataan tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
memfasilitasi mahasiswa dengan mata kuliah praktik kerja lapangan. Mata kuliah 
ini dijadikan sebagai sarana untuk mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang 
didapat di kelas ke dalam dunia pekerjaan. Praktik kerja lapangan merupakan mata 
kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa adalah 
melaksanakan praktik seputar pekerjaan atau kegiatan yang relevan dengan ilmu 
yang diajarkan di kelas.  
 Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan, mahasiswa dituntut aktif dan 
mampu menyesuaikan diri dengan situasi di lingkungan kerjanya. Selain itu, 
mahasiswa juga harus melaksanakan kode etik yang berlaku di lingkungan 
kerjanya. Hal ini dapat menjadi pengalaman baru bagi mahasiswa yang tidak 
didapatkan sebelumnya saat melakukan pembelajaran di kelas. Mahasiswa juga 
dapat menggali pengetahuan lebih mendalam melalui praktik-praktik yang 
dilakukannya setiap hari. Tidak cukup sampai disitu, mahasiswa juga dituntut untuk 
dapat menarik relevansi antara bidang kerja yang dilakukannya selama 
melaksanakan praktik kerja lapangan dengan ilmu yang diajarkan di kelas selama 
proses perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa mampu memahami urgensi ilmu 
yang terima di kelas sebagai dasar dalam melakukan pekerjaannya.  
 Berdasarkan hal tersebut praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan 
pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Praktikan melaksanakan praktik 
kerja pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi karena perusahaan tersebut 





praktikan. Oleh karena itu, praktikan berharap dapat menggali ilmu serta 
pengalaman lebih dengan melaksanakan praktik kerja lapangan di Direktorat 
Jenderal Minyak dan Gas Bumi.  
 
B. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
 Berikut merupakan maksud dari praktik kerja lapangan yang dilakukan 
pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut: 
1. Mempelajari secara lebih dekat mengenai suatu bidang pekerjaan tertentu; 
2. Mempraktikkan langsung ilmu yang diajarkan selama perkuliahan dalam dunia 
kerja; 
3. Mengetahui etika seorang akuntan dalam dunia pekerjaan dan cara 
penerapannya dalam dunia kerja. 
 
C. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 Berikut merupakan tujuan dari praktik kerja lapangan yang dilakukan 
praktikan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:  
1. Praktikan mampu mengetahui lebih jauh mengenai cara pengaplikasian ilmu 
yang diajarkan selama perkuliahan dalam dunia kerja; 
2. Praktikan mendapatkan pengalaman baru dalam dunia pekerjaan khususnya 
dalam bagian keuangan; 
3. Praktikan memperoleh wawasan lebih seputar bidang ilmu yang yang dipelajari 
serta bidang ilmu lain yang mendukung; 






D. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 Dengan melakukan praktik kerja lapangan, diharapkan terdapat manfaat 
yang diperoleh oleh berbagai pihak. Berikut merupakan beberapa kegunaan yang 
didapatkan dari praktik kerja lapangan. 
1. Bagi Mahasiswa 
Dengan melakukan praktik kerja lapangan, mahasiswa diharapkan dapat lebih 
memahami urgensi dari berbagai ilmu yang dipelajari selama perkuliahan 
sebagai penunjang dalam menjalankan berbagai tugas dan kegiatan selama 
praktik kerja lapangan. Selain itu, mahasiswa dapat memanfaatkan praktik 
kerja lapangan sebagai media pembelajaran yang lebih aplikatif sehingga lebih 
mudah menyerap ilmu-ilmu yang didapatkan. Mahasiswa juga mendapatkan 
ilmu baru seputar kerja tim, kedisiplinan, etika, dan hal lain yang harus 
dilaksanakan dan dibiasakan selama menjalankan praktik kerja lapangan yang 
diharapkan dapat meningkatkan skill dari mahasiswa.   
2. Bagi Prodi S1 Akuntansi 
Kegunaan praktik kerja lapangan bagi Prodi S1 Akuntansi sendiri dapat dilihat 
dari ketersediaan informasi mengenai peluang Prodi S1 Akuntansi untuk 
bekerja sama dalam berbagai kegiatan dengan perusahaan dimana 
mahasiswanya melakukan praktik. 
3. Bagi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
Bukan hanya untuk praktikan, praktik kerja lapangan juga memberikan 
kegunaan untuk Direkorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dimana dengan 
adanya mahasiwa yang melakukan praktik disana, maka dapat meringankan 





Dalam hal ini praktikan membantu untuk melakukan penginputan serta 
monitoring data keuangan pada perusahaan tersebut. 
 
E. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 Praktikan melakukan praktik kerja lapangan di Direktorat Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi. Dimana perusahaan tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara 
yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat 
Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan BUMN yang berfokus pada 
pengelolaan serta distribusi sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi.  
 Praktikan memilih Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi karena 
praktikan mendapatkan informasi bahwa perusahaan tersebut dapat menerima 
mahasiswa untuk melakukan magang atau penelitian di bagian keuangan atau 
bagian lainnya. Hal lain yang mendasari praktikan memilih Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi karena perusahaan tersebut tergolong BUMN sehingga 
diharapkan praktikan memperoleh ilmu lebih terkait siklus keuangan di perusahaan 
tersebut.  
 Berikut merupakan informasi terkait tempat praktik kerja lapangan dari 
praktikan: 
nama Perusahaan  : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
alamat : Jalan HR Rasuna kav/B5 Kuningan,  
  Jakarta Selatan 12910 
fax   : 021-5268979 





email   : infomigas@esdm.go.id  
website   : www.migas.esdm.go.id 
  
F. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
 Praktikan telah melaksanakan praktik kerja lapangan selama 41 hari kerja 
yakni dimulai dari 30 Juli 2018 dan berakhir pada 28 September 2018. Dimana 
praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan tersebut di Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi pada bagian keuangan. 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, praktikan mengajukan surat permohonan praktik kerja 
lapangan ke bagian kemahasiswaan gedung R (Lampiran 1, halaman 39). 
Kemudian meneruskan surat tersebut ke Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan 
Hubungan Masyarakat (BAKHUM). Surat permohonan yang dibuat ditujukan 
kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Praktikan 
mengajukan permohonan praktik kerja lapangan kepada Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi dengan tanggal pelaksanaan praktik kerja lapangan 
sejak 30 Juli 2018 hingga 28 September 2018. Surat permohonan tersebut 
diantarkan langsung ke bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi yang bertempat sementara di lantai 5 Gedung MIGAS. Praktikan 
juga melampirkan transkrip nilai, curriculum vitae, serta beberapa sertifikat 
yang dapat mendukung untuk bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Minyak 







2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Direktorat Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi bagian keuangan sejak tanggal 30 Juli 2018, dimana 
pemberitahuan penerimaan praktikan dilakukan melalui telepon. Selanjutnya, 
setelah melakukan praktik kerja lapangan selama dua minggu, surat 
penerimaan PKL baru diterima oleh praktikan. (Lampiran 2, halaman 40). 
Praktik kerja lapangan dilaksanakan mengikuti hari kerja pada Direktorat 
Jenderal Minyak dan Gas Bumi yakni, Senin sampai Jumat. Dimana jadwal 
waktu bekerja praktikan adalah Senin – Kamis dimulai 07.30 WIB hingga 
16.00 WIB. Sedangkan untuk hari Jumat dimulai pukul 07.30 hingga 16.30. 
Daftar hadir praktikan dapat dilihat pada (lampiran 3, halaman 41). Dalam 
pelaksanaannya praktikan ditugaskan untuk membantu Ibu Susiana, Ibu Susi, 
dan Bapak Andri.  
3. Tahap Pelaporan 
Setelah tahap pelaksanaan, praktikan memperoleh hasil penilaian PKL dari 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Lampiran 26, halaman 74). Selain 
itu, praktikan diharuskan membuat laporan praktik kerja lapangan guna 
memenuhi prasyarat untuk mata kuliah praktik kerja lapangan. Pada tahap 
pelaporan ini, praktikan menyelesaikan laporannya dari bulan Oktober hingga 
Desember. Dalam menyelesaikan laporan ini, praktikan memperoleh data 
langsung dari bagian keuangan yang dikumpulkan sejak awal melakukan 







TINJAUAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA 
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 
A. Sejarah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mulai direncanakan sejak tahun 
1963 dimana sebelumnya adalah Biro Minyak dan Gas Bumi. Setelah menjadi 
Direktorat, kedudukannya berada di bawah wewenang Pembantu Menteri Urusan 
Rumah Pertambangan dan Perusahaan-perusahaan Tambang Negara. Kemudian 
tahun 1964, baru berdiri dan diresmikanlah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi.  
 Tahun 1966 tepatnya di bulan Maret, menteri urusan minyak dan gas bumi 
yakni Dr. Ibnu Sutowo menentukan pembagian tugas pembantu menteri 
departemen urusan minyak dan gas bumi meliputi urusan pengolahan dan 
pemasaran dalam negeri adalah Ir. Wijarsi, untuk urusan pemasaran dan luar negeri 
adalah Dr. E. Sanger, untuk produksi dan operasi dinas-dinas bantuan adalah 
Kolonel J.M. Pattiasina, untuk urusan personalia dan kesejahteraan dan keamaan 
adalah Brigjen Meljosoedjono, dan untuk urusan administrasi dan financial adalah 
Ir. Anondo. 
 
B. Visi, Misi dan Nilai 





“ Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan bahan bahan bakar minyak dan gas 
bumi, gas dan atau cairan dari batubara dan gas metana batubara, serta tercapainya 
optimalisasi penerimaan negara minyak dan gas bumi dan peningkatan 
pemanfaatan bahan-bahan lain”. 
 
 Berikut merupakan misi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi: 
1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi, gas dan atau 
cairan dari batubara serta gas metana batubara yang menguntungkan Negara; 
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang minyak dan gas bumi; 
3. Menciptakan iklim-iklim investasi yang kondusif dibidang minyak dan gas 
bumi;  
4. Mendorong pemerataan pembangunan pengembangan masyarakat di sekitar 
kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dan peningkatan pelayanan dan kerja 
sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); 
5. Menumbuhkembangkan industri minyak dan gas bumi nasional beserta 
industri lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang handal, 
aman dan ramah lingkungan; 
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemanfaatan bahan bakar minyak 
dan gas bumi, gas dan atau cairan dari batubara, gas metana batubara serta hasil 
olahan; 
7. Menyusun kebijakan dan menerapkan pengawasan dan pengaturan kegiatan 
usaha minyak dan gas bumi yang aman, handal dan ramah lingkungan, serta 





8. Menyusun standarisasi mutu, kompetensi dan teknologi dalam kegiatan 
minyak dan gas bumi, gas dan atau cairan dari batubara serta gas metana 
batubara; 
9. Menyusun dan menerapkan spesifikasi bahan bakar yang ramah lingkungan 
dengan penyempurnaan parameter sesuai dengan perkembangan teknologi dan 
lingkungan; 
10. Mengembangkan keberpihakan kepada perusahaan dalam negeri, industri kecil 
dan menengah; 
11. Membangun jaringan kerja sama potensi nasional yang terintegrasi melalui 
masyarakat migas Indonesia; 
12. Meningkatkan kehandalan pasokan bahan bakar dan bahan baku; 
13. Mengintegrasikan pembangunan sub sektor minyak dan gas bumi dalam 
pengembangan tata ruang wilayah nasional, regional dan daerah. 
 
Berikut merupakan nilai dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 
1. Jujur 
Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, 
memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara. 
2. Profesional 
Bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, dan tuntas atas 
dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab, komitmen yang 
tinggi, membangun sinergi internal dan eksternal, serta mampu melihat 







Memberikan layanan prima dengan memahami kebutuhan pemangku 
kepentingan, dilakukan dengan sepenuh hati, proaktif, profesional, simpel, 
efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepuasan internal dan publik. 
4. Inovatif 
Berwawasan terbuka, selalu belajar untuk meningkatkan diri, memiliki ide baru 
yang bermanfaat, mampu membuat solusi alternatif dalam pekerjaan untuk 
mempercepat tercapainya target kinerja. 
5. Berarti 
Menjadi manusia yang memanusiakan manusia, memberikan manfaat bagi diri 
sendiri, orang lain, Kementerian ESDM, masyarakat, bangsa dan Negara, 
sehingga, menjadi teladan, tempat bertanya, mampu memimpin, dan 
memecahkan masalah. 
 
C. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memiliki tugas merumuskan 
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas 
bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Direktorat 
Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan 
kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan 
pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan 






b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan 
kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan 
pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan PNBP sektor minyak 
dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, 
pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, 
keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana 
tertentu, serta pengelolaan PNBP minyak dan gas bumi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, 
pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, 
keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana 
tertentu, serta pengelolaan PNBP sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 
pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 
lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan 
PNBP sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan 







D. Struktur Organisasi 
 Berikut merupakan struktur organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi 
 
Gambar II.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi. 










1. Direktur Jenderal 
a. Pembinaan Program Migas 
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 
standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan 
evaluasi di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi. 
b. Pembinaan Usaha Hulu Migas 
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan 
pengawasan di bidang usaha penunjang hulu minyak dan gas bumi. 
c. Pembinaan Usaha Hilir Migas 
Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan 
pembinaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. 
d. Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur 
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan 
pengawasan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur minyak dan 
gas bumi. 
e. Teknik dan Lingkungan Migas 
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis, serta 
pembinaan lindungan lingkungan dan usaha penunjang di bidang minyak 






2. Sekretaris Jenderal  
Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, 
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 
organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 
a. Bagian Perencanaan dan Laporan 
Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan 
anggaran, pengelolaan kerja sama, penyusunan laporan akuntabilitas, dan 
evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi. 
b. Bagian Hukum 
Melaksanakan penyiapan koordinasi dan perancangan peraturan 
perundangundangan, informasi hukum, dan pemberian pertimbangan 
hukum, serta urusan hubungan masyarakat. 
c. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi 
Melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, 
serta pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan 
manajemen perubahan. 
d. Bagian Keuangan 
Melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, barang milik negara, 
dan akuntansi. 
1. Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan 
perbendaharaan. 
 





2. Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan 
penyusunan laporan keuangan. 
3. Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan 
administrasi barang milik negara. 
 
E. Kegiatan Umum Perusahaan 
 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan badan usaha milik 
negara yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau yang dikenal 
dengan Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan umum yang senantiasa 
dijalankan. Kegiatan umum tersebut diantaranya: 
1. Melakukan pengecekan infrastruktur minyak dan gas bumi yang tersebar di 
seluruh Indonesia; 
2. Memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di seluruh wilayah; 
3. Memastikan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang ada terkelola 
dan tersalurkan dengan baik; 
4. Menjalin kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri dengan berbagai 
pihak untuk mengelola minyak dan gas bumi agar dapat digunakan masyarakat; 









PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
 Selama melakukan praktik kerja lapangan di Direktorat Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi, praktikan ditempatkan di bagian keuangan (SDMK). Praktikan 
bertugas membantu Ibu Susiana Emilia dan Susi Yulianti selaku staf bagian 
perbendaharaan serta Bapak Andri selaku staf bagian akuntansi. Praktikan 
ditugaskan untuk melakukan input pengeluaran ke dalam aplikasi keuangan internal 
Ditjen Migas untuk nantinya dilanjutkan dengan pembuatan surat perintah 
membayar oleh Ibu Susiana dengan aplikasi yang terkoneksi dengan Kementerian 
Keuangan. Selain itu praktikan juga melakukan beberapa pekerjaan perpajakan dan 
monitoring surat perintah membayar serta monitoring surat perintah pencairan dana 
(SP2D) secara online. 
 Berikut merupakan rincian pekerjaan yang dilakukan praktikan selama 
melakukan praktik kerja lapangan di Ditjen Migas: 
1. Input biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri ke aplikasi keuangan 
internal Ditjen Migas; 
2. Input Honor Tim; 
3. Input biaya pengadaan barang dan jasa; 
4. Perhitungan PPh pasal 23; 
5. Perhitungan PPN; 





7. Monitoring Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara Online; 
8. Pendataan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bulan berjalan; 
9. Melakukan pendokumentasian surat perintah membayar secara digital. 
 
B. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di Direktorat Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi, praktikan menjalankan beberapa kegiatan yang dapat membantu 
pekerjaan karyawan keuangan disana. Adapun penjabaran dari kegiatan praktikan 
adalah sebagai berikut. 
1. Input biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri ke aplikasi internal 
Ditjen Migas 
 Perjalanan dinas dalam negeri merupakan salah satu bagian dari pos 
pengeluaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dari sisi belanja 
pegawai. Perjalanan dinas menjadi salah satu pos pengeluaran yang sering 
dilakukan dimana perjalanan dinas ini juga dijalankan untuk memenuhi tugas 
dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Agenda dari perjalanan 
dinas biasa berupa rapat, pengecekan infrastruktur, hingga pertemuan luar 
negeri.  
 Dalam menjalankan tugasnya terkait input perjalanan dinas ini, 
praktikan menggunakan aplikasi internal bernama Sistem Keuangan Direktorat 
Jenderal MIGAS (SKDJM). Praktikan dituntut untuk teliti dalam meng-input 
data yang disediakan terutama dalam pengisian mata anggaran (sub akun, 
komponen, sub komponen, kode akun)  harus sesuai dengan yang tertera dalam 





akan menyebabkan kesalahan pada penyerapan anggaran dan dapat 
berpengaruh pada kinerja dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.  
Berikut merupakan langkah langkah yang dilakukan praktikan dalam meng-
input perjalanan dinas. 
a. Masuk pada aplikasi SKDJM (Lampiran 5, halaman 53) 
Untuk dapat masuk ke aplikasi SKDJM, praktikan harus memasukkan 
username dan password sesuai dengan subdit yang akan melakukan 
perjalanan dinas. 
b. Buat pengeluaran baru 
Selanjutnya akan muncul berbagai pengeluaran yang telah di-input 
sebelumnya (Lampiran 6, halaman 54). Praktikan memilih menu anggaran 
dan perencanaan serta submenu buat Surat Pernyataan Tanggungjawab 
Belanja (SPTB) dan akan muncul tampilan untuk penginputan baru. 
c. Isi form Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Induk (Lampiran 7, 
halaman 55) 
Praktikan mengisi data data yang diperlukan untuk form SPTB induk 
seperti:  
1. Unit pelaksana perjalanan dinas; 
2. Nomor SPTB yang akan muncul secara otomatis dan ditambahkan 
dengan kode belanja, dimana untuk perjalanan dinas kode yang 
digunakan adalah PD; 
3. Tanggal peng-input-an akan terisi secara otomatis melalui aplikasi; 
4. Sifat pembayaran dapat disesuaikan dengan keperluan, bisa diisi 





5. Kegiatan pada form tersebut akan terisi secara otomatis melalui sistem, 
dan output diisi sesuai dengan yang tertera pada surat perintah 
perjalanan dinas; 
6. Pejabat Pelaksanan Kegiatan (P2K) diisi sesuai dengan subdit yang 
bersangkutan, dimana setiap subdit memiliki P2K yang berbeda, 
kemudian pada kolom NIP akan terisi secara otomatis melalui sistem. 
d. Isi form detail SPTB (Lampiran 8, halaman 56) 
Setelah mengisi seluruh bagian pada form SPTB, maka klik simpan dan 
praktikan melanjutkan pada pengisian form detail SPTB dengan mengklik 
tambah, kemudian mengisi data yang diperlukan seperti: 
1. Sub akun, komponen, sub komponen, dan kode akun diisi sesuai 
dengan yang tertera pada surat perintah perjalanan dinas; 
2. Isi NIP dengan klik kolom disebelah tanda + sesuai NIP yang 
melakukan perjalanan dinas. Nama akan otomatis terisi setelah NIP 
dimasukkan; 
3. Kemudian isi tujuan perjalanan dinas dan lamanya dinas sesuai dengan 
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Uraian akan terisi secara 
otomatis setelah tujuan dan tanggal perjalanan dinas diisi; 
4. Lakukan pengisian pada jumlah nominal uang untuk perjalanan dinas, 
kemudian klik simpan. 
e. Cetak SPTB (Lampiran 9, Halaman 57) 
Setelah seluruh data di-input, praktikan harus melakukan mengecekan 
kembali terhadap data yang di-input untuk menghindari kesalahan. Klik 





 Selain melakukan peng-input-an pada SKDJM, praktikan juga 
mengecek bukti transaksi atas biaya perjalanan dinas yang dilakukan. 
Pengecekan ini difokuskan pada perjalanan dinas luar kota dan perjalanan 
dinas luar negeri. Hal tersebut dikarenakan jumlah dana yang dikeluarkan 
cukup besar untuk itu perlu disesuaikan antara bukti transaksi yang ada dengan 
biaya dinas yang akan di-input. 
 Peng-input-an perjalanan dinas ini sejalan dengan salah satu materi 
yang diterima oleh praktikan selama perkuliahan khususnya pada mata kuliah 
Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Pada mata kuliah SIA, dijelaskan terkait 
peng-input-an data yang merupakan langkah pertama dalam siklus pengolahan 
data. Siklus Pengolahan Data menurut Romney dan Paul (2015) adalah operasi 
yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan 
relevan secara kolektif. 
  
2. Input Honor Tim Projek 
 Peng-input-an Honor Tim Projek merupakan salah satu pengeluaran 
yang rutin dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Honor 
tim biasa dilakukan untuk kegiatan projek berupa penyusunan kriteria 
penggunaan tenaga kerja, evaluasi kebijakan, pengawasan perencanaan 
impor, dan berbagai kegiatan projek tim lainnya. Dalam melakukan input 
honor tim projek praktikan kembali menggunakan aplikasi SKDJM. Dimana 
dalam proses peng-input-an honor tim projek sama dengan input perjalanan 
dinas. Yang membedakan input honor tim projek dan perjalanan dinas adalah 





disertai dengan pajak apapun, sedangkan pada peng-input-an honor tim 
dilakukan pula peng-input-an PPh pasal 21 yang akan menjadi pengurang 
dalam surat perintah membayar nantinya. Hasil peng-input-an honor tim 
projek dapat dilihat pada (Lampiran 10, halaman 58). 
 Menurut IBK Bayangkara (2015) pengertian PPh pasal 21 adalah 
pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 
kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pengenaan PPh pasal 21 
pada Ditjen Migas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 
2010. Dimana pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan pengenaan pajak penghasilan 
adalah sebagai berikut: 
a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain 
bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI 
Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya; 
b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain 
bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan 
Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya; 
c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau 
imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan 
Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira 








3. Input Biaya Pengadaan Barang dan Jasa 
 Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu pengeluaran yang 
dilakukan untuk memenuhi keperluan operasional Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi. Input biaya pengadaan barang dan jasa ini dilakukan 
praktikan juga melaui aplikasi SKDJM. Tahapannya sama ketika akan 
melakukan input perjalanan dinas dan honor tim projek. Terdapat beberapa 
perbedaan dalam melakukan peng-input-an pengadaan barang dan jasa, 
diantaranya (Lampiran 11, halaman 59): 
a. Pada form SPTB nomor yang muncul secara otomatis diikuti dengan kode 
belanja yang berupa nama penyedia barang atau jasa dan kebutuhan 
barang atau jasa yang diperlukan. Contoh kode belanja diisi dengan /CV 
BINA MITRA/MESIN FC sebagai penyedia barang; 
b. Perbedaan lain yang terdapat pada peng-input-an pengadaan barang atau 
jasa terdapat pada form detail SPTB, dimana tujuan dan tanggal pelaksaan 
tidak perlu diisi. Sehingga pada form detail SPTB yang perlu diisi adalah 
sub akun, komponen, sub komponen, penerima, uraian (disesuaikan 
dengan jenis pengadaan barang atau jasa yang dilakukan), serta jumlah 
dan PPN serta PPh yang dipungut.  
c. Hasil Output  
Berikut merupakan output dari penginputan pengadaan barang dan jasa 






Gambar III.1 Hasil Output Pengadaan Barang dan Jasa. 
Sumber: Aplikasi Sistem Keuangan Direktorat Jenderal Migas 
Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 
pada hasil output untuk honor tim projek dan pengadaan barang dan jasa 
khususnya ATK. Dimana pada honor tim projek hanya terdapat potongan 
berupa PPh atau lebih tepatnya PPh pasal 21, sedangkan untuk pengadaan 
barang dan jasa terdapat potongan berupa PPN.  
 Dalam melakukan input pengadaan barang dan jasa, praktikan dituntut 
lebih teliti. Hal tersebut karena dalam input pengadaan barang dan jasa, 
praktikan juga harus meng-input PPh pasal 22 atau PPh pasal 23. Selain itu 
praktikan juga harus meng-input PPN yang ada dalam transaksi pengadaan 
barang dan jasa. Praktikan harus memastikan bahwa nilai dari pajak yang 
dipungut sudah sesuai dengan yang tertera dalam sistem, surat setoran pajak, 
dan faktur pajak yang ada. Untuk memastikan apakah PPh atau PPN yang 
dipungut sudah sesuai, praktikan harus melakukan perhitungan ulang 





4. Perhitungan PPh pasal 23 
 Menurut Mardiasmo (2013) dalam buku perpajakan, PPh pasal 23 
mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 
Wajb Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, 
penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong 
Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarakan, disediakan, untuk dibayarkan, 
atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak 
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.  
  Perhitungan PPh pasal 23 menggunakan persentase pajak. Dimana 
terdapat dua persentase, yakni 2% untuk sewa dan jasa serta 15% untuk 
dividen, bunga, dan royalti. Transaksi pada Direktorat Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi yang berkaitan dengan PPh 23 adalah pada pengadaan barang dan 
jasa. Dimana dalam bidang jasa, PPh 23 berkenaan dengan sewa kendaraan 
yang digunakan untuk fasilitas jemputan karyawan. Sebagai dasar untuk 
melakukan perhitungan PPh pasal 23, praktikan dituntut untuk mengetahui 
jumlah pengeluaran bruto yang dikeluarkan atas transaksi yang dilakukan. 
Perhitungan PPh pasal 23 dilakukan dengan mengalikan pengeluaran bruto 
dengan besaran persentase pajaknya. Praktikan melakukan penghitungan PPh 
pasal 23 sebelum meng-input angka tersebut pada aplikasi SKDJM. Hasil 
perhitungan PPh pasal 23 yang dilakukan praktikan dapat dilihat pada 
(Lampiran 12, halaman 60). 






5. Perhitungan Pajak atas Pertambahan Nilai 
 Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas 
konsumsi barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) di dalam 
daerah pabean (dalam negeri). Dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi melakukan beberapa transaksi yang menyebabkan adanya PPN. 
Transaksi tersebut diantaranya belanja keperluan perusahaan, misalnya untuk 
memenuhi pengadaan barang.  
 Dalam melakukan penghitungan PPN, praktikan dituntut untuk 
mengetahui jumlah transaksi bruto sebagai dasar pengenaan pajak. 
Penghitungan PPN ini dijuga dijadikan dasar untuk penerbitan faktur pajak 
yang akan menjadi pemotong dalam surat perintah membayar yang 
diterbitkan. Hasil Perhitungan PPN yang dilakukan praktikan terdapat pada 
(Lampiran 13, halaman 61).  
Berikut merupakan cara untuk melakukan perhitungan PPN 
PPN = Jumlah transaksi bruto x 10% 
 
6. Monitoring Surat Perintah Membayar secara online 
  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 177 Tahun 2017 
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh PPSPM (Pejabat Penandantangan Surat Perintah 
Membayar) untuk mencairkan dana yang bersumber dari  Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran. Surat Perintah Membayar yang merupakan bentuk 





Bumi sebagai salah satu satuan kerja yang juga melakukan penagihan dana 
tersebut melalui Surat Perintah Membayar (SPM).  
 Pengiriman SPM semula dilakukan dengan cara manual, yakni dikirim 
langsung atau menggunakan jasa pengiriman. Seiring dengan perkembangan 
teknologi dan adanya kebutuhan untuk menghemat waktu serta biaya, maka 
pengiriman SPM mulai diterapkan dengan cara online. Pengiriman SPM 
dengan cara online ini dilakukan melalui aplikasi e-SPM yang dapat diakses 
pada website espm.kemenkeu.go.id. Pengiriman SPM dengan dengan cara 
online semakin mempermudah dan mempersingkat pekerjaan para pegawai 
Ditjen Migas.  
 Meskipun demikian, kemudahan yang didapat dengan adanya aplikasi 
e-SPM harus didukung dengan adanya pengendalian internal yang baik dari 
perusahaan. Menurut Standar Audit 315 Pengendalian internal adalah proses 
yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang 
bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk 
menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas 
yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas 
operasi, dan kepatuhan terhadap Perundang-undangan. 
 Dalam hal ini, pengendalian internal yang dilakukan Direktorat 
Jenderal Minyak dan Gas Bumi berupa monitorng SPM. Monitoring ini 
dilakukan untuk memastikan bahwa SPM yang dikirim telah sampai ke 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan apabila terjadi 





jalannya proses penagihan. Berikut merupakan langkah langkah yang 
dilakukan dalam monitoring e-SPM: 
1. Masuk ke Website e-SPM  (lampiran 14, halaman 62) 
Dalam melakukan monitoring, praktikan harus masuk ke website e-SPM 
espm.kemenkeu.go.id. Kemudian akan muncul tampilan awal selanjutnya 
isi username dan password kemudian mulai login.  
2. Lakukan monitoring untuk SPM SPAN SPM   
3. Setelah berhasil masuk, pilih menu Monitoring dan akan muncul 
beberapa pilihan monitoring (lampiran 15, halaman 63). Dalam hal ini 
praktikan difokuskan untuk me-monitoring SPM SPAN. 
4. Pendataan 
Pada submenu Monitoring SPM SPAN akan muncul berbagai SPM yang 
telah di upload sebelumnya (Lampiran 16, halaman 64). Hal yang 
dilakukan praktikan adalah memastikan bahwa file yang di upload 
tersebut telah berhasil di proses. Dimana dalam upload SPM dan menuju 
hingga proses selesai terdapat beberapa tahapan, yakni 
a. Konversi SPM (Lampiran 17, halaman 65). 
Pada tahap ini SPM yang telah di upload akan dikonversi 
meyesuaikan standar yang ditetapkan. Dimana file awal yang dikirim 
bersifat eksternal menjadi file yang dapat di unduh otomatis dari 
aplikasi e-SPM. SPM yang tidak lolos dalam tahap konversi tidak 
akan sampai terekam pada monitoring SPM SPAN, melainkan hanya 






b. Validator, Reviewer, Approver 
Pada tahap ini SPM mengalami pengecekan kembali terhadap SPM 
yang di upload. Tahap ini memerlukan 1-2 hari kerja untuk lanjut ke 
tahap berikutnya. 
c. Proses Selesai 
Saat terdapat keterangan proses selesai maka terdapat kemungkinan 
dimana kemungkinan pertama SPM telah berhasil dan diterima untuk 
selanjutnya menunggu pembayaran. Atau kemungkinan lain yakni 
SPM ditolak karena masih terdapat kekurangan dalam hal upload 
berkas atau ketidaksesuaian lainnya. Saat SPM telah berstatus proses 
selesai maka arsip data komputer atau ADK akan dikembalikan ke 
satuan kerja yang bersangkutan, dalam hal ini Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi.  
Monitoring SPM secara online dapat dilihat pada (Lampiran 18, halaman 66). 
Dimana dalam melakukan monitoring terdapat beberapa hal yang harus 
diperhatikan, seperti: 
1) KDSATKER 
KDSATKER atau disebut juga kode satuan kerja merupakan kode yang 
membedakan antar satuan kerja dalam melakukan proses pengiriman 
SPM. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memiliki 
kode satker 412559. 
2) NOSPM 
NOSPM atau nomor SPM adalah nomor yang membedakan setiap SPM 





pembuatan SPM, dimana urutan akan dilihat berdasarkan waktu 
pembuatan SPM. Nomor SPM menjadi hal penting karena ini merupakan 
identitas SPM yang memudahkan dalam hal pencarian data, dimana dalam 
melakukan monitoring praktikan juga menggunakan No. SPM ini untuk 
mengetahui sudah sampai mana tahap pengiriman SPM.  
3) NMFILE 
NMFILE atau nama file menunjukan nama file yang di upload dimana 
semua file yang di upload memiliki nama yang berbeda. Nama ini biasanya 
bersifat otomatis terganti saat akan melakukan upload. 
4) Proses 
Pada fitur ini, dapat dilihat proses SPM yang di upload sudah sampai tahap 
mana. 
5) Posisi 
Dalam melakukan pengiriman SPM, selain harus memperhatikan proses, 
juga harus memperhatikan posisi SPM. Karena posisi SPM umumnya 
selalu berpindah, biasanya diawali dengan validator, kemudian reviewer, 
dan terakhir approver sebelum akhirnya ADK dikebalikan ke satuan kerja. 
6) Status ADK 
Status ADK biasanya menyesuaikan dengan posisi SPM atau bersatus 
dalam proses. 
7) Status SPM 
Status SPM dalam terdapat dua pilihan yakni diterima atau ditolak. Saat 
ditolak maka praktikan harus segera melakukan pencatatan atas SPM yang 







Pada fitur aksi, dapat diundur berbagai file yang dilampirkan dalam proses 
pengiriman SPM. 
9) Tombol hijau disebelah nomor  
Terdapat satu fitur tambahan untuk mengetahui lebih detail terkait SPM 
yang di upload. Dimana ketika tombol berwarna hijau tersebut di klik 
maka akan muncul detail SPM juga dapat melihat perbaikan apa yang 
harus dilakukan pada kolom catatan.  
 
7. Monitoring Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara Online 
 Surat Perintah Pencairan Dana sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 188 Tahun 2017 merupakan surat perintan yang diterbitkan 
oleh KPPN selaku Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) di daerah untuk 
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Surat Perintah 
Pencairan Dana atau dikenal dengan SP2D merupakan bentuk lanjutkan atas 
penerbitan dan pengiriman SPM. 
 Setelah SPM yang dikirim secara online dinyatakan berhasil dan proses 
selesai, maka tagihan yang diajukan akan segera dibayarkan. Untuk 
mengetahui apakah dana yang ditagihkan sudah cair maka dapat dilakukan 
monitoring secara online melalui aplikasi spanint.kemenkeu.go.id. Berikut 
merupakan langkah-langkah dalam monitoring SP2D  
 





Buka spanint.kemenkeu.go.id, kemudian isi username dan password 
sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan dimana dalam hal ini 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.  
b. Pilih Menu Modul Bank (Lampiran 20, halaman 68) 
Setelah berhasil masuk ke akun SP2D milik Ditjen Migas, selanjutnya 
memilih menu modul bank kemudian pilih monitoring SP2D Bank. 
c. Filter data dan mulai Monitoring (Lampiran 21, Halaman 69) 
Berbagai data akan muncul setelah memilih sub menu monitoring SP2D, 
kemudian filter data sesuai kebutuhan. Filter dapat dilakukan berdasarkan 
tanggal, penerima, ataupun nama bank. Filter yang biasa praktikan 
gunakan adalah dengan tanggal, karena memungkinkan praktikan 
mendata berbagai SP2D dengan nama bank dan penerima berbeda dalam 
batas waktu yang ditentukan.  
Setelah dilakukan filter, untuk mengetahui apakah SPM yang diajukan 
telah terbit SP2D, maka ketik nomer SPM tersebut pada kolom pencarian. 
Proses pencairan dana biasanya berlangsung dua hingga tiga hari setelah 
SPM dinyatakan berhasil. 
1. Status 
Menunjukan posisi SP2D berada, dimana terdapat beberapa 
keterangan seperti  
a. sukses overbooking: SP2D sudah berhasil dilakukan 
pemindahbukuan. 





c. RGTS: Sistem transfer dana elektronik dalam mata uang rupiah 
yang dilakukan seketika per transaksi secara individual. 
 
8. Pendataan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bulan berjalan 
 Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai UU Nomor 20 Tahun 1997 
merupakan seluruh penerimaan Pemerintahan Pusat yang tidak berasal dari 
penerimaan perpajakan. Sumber dana ini dapat diperoleh dari berbagai 
kegiatan, dalam lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
diantaranya, kelebihan pembayaran pengadaan barang,  pelanggaran kontrak 
kerja yang dilakukan oleh pemasok pengadaan barang, signature bonus, dan 
lainnya. Penerimaan negara bukan pajak yang telah dibayarkan dicek secara 
online melalui website Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) 
(Lampiran 22, halaman 70). Perekapan PNBP dilakukan secara rutin satu 
bulan sekali untuk selanjutnya diarsipkan. 
 Dalam melakukan perekapan, terlebih dahulu harus login pada website 
SIMPONI dengan memasukkan username dan password sesuai dengan 
satuan kerja. Setelah masuk pada lama SIMPONI pilih menu history billing 
kemudian sesuaikan bulan yang akan dilakukan perekapan PNBP (Lampiran 
23, halaman 71). Selanjutnya, simpan file PNBP yang telah terekam 
pembayarannya. Hasil bukti penerimaan negara dapat dilihat pada (Lampiran 
24, halaman 72). Untuk pembayaran yang menggunakan kurs mata uang 
asing, harus dilakukan penyesuaian ke Rupiah. Penyesuaian ini dilakukan 





tanggal pembayaran. Lebih jelas tahapan pendapataan PNBP melalui 
SIMPONI dapat dilihat pada. 
 
9. Melakukan pendokumentasian surat perintah membayar secara digital 
 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Badan Usaha Milik 
Negara senantiasa melakukan pendokumentasian dokumen sebagai bentuk 
pertanggungjawaban. Dalam transaksi keuangan, pendokumentasian secara 
digital saat ini menjadi hal yang penting. Hal tersebut dikarenakan 
penggunaan aplikasi berbasis online yang kini mendominasi kegiatan 
perusahaan. Salah satunya adalah untuk pengiriman SPM. Untuk dapat 
melakukan pengiriman SPM secara online Direktorat Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi harus mendokumentasikan SPM secara digital. Hal tersebut 
tentunya untuk memenuhi prosedur yang berlaku terkait Surat Perintah 
Membayar. Selain itu, dokumentasi secara digital juga digunakan untuk 
pengarsipan SPM sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi.  
 Dalam hal pendokumentasian secara digital, praktikan melakukan 
pendokumentasian terhadap SPM yang telah siap untuk dikirim ke KPPN. 
SPM yang di-scan hanyalah SPM honor ataupun transaksi dengan pihak 
ketiga. Hal tersebut karena harus ada bukti pendukung seperti faktur pajak, 
surat setoran pajak, kartu pengawasan, kartu register kontrak hingga berkas 
pendukung lainnya. Sedangkan, untuk SPM perjalanan dinas tidak dilakukan 





memerlukan pendukung lain untuk dikirim. Contoh hasil pendokumentasian 
SPM secara digital dapat dilihat pada (Lampiran 25, halaman 73). 
Setelah melaksanakan praktik kerja lapangan pada Direktorat Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi, praktikan menjalankan berbagai tugas. Rincian kegiatan yang dilakukan 
praktikan dapat dilihat pada (Lampiran 4, halaman 44).  
 
C. Kendala yang Dihadapi 
 Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan pada Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi praktikan mengalami beberapa kendala yakni 
1. Adanya kesalahan penggunaan Mata Anggaran Keuangan sehingga terjadi 
kesalahan penyerapan anggaran. Selama melaksanakan perkuliahan 
praktikan baru diajarkan mengenai klasifikasi koreksi belanja, namun belum 
diajarkan cara untuk melakukan koreksi atas kesalahan penyerapan anggaran 
tersebut/ 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
 Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, praktikan berusaha untuk 
mencari solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas 
seperti:  
1. Praktikan mengkomunikasikan hal tersebut pada pembimbing, kemudian 
praktikan diajarkan cara melakukan koreksi atas kesalahan penyerapan 
anggaran yang diakibatkan kesalahan penggunaan MAK. Koreksi dilakukan 
dengan membuat surat permohonan dengan melampirkan bukti atas 








 Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh praktikan di Direktorat 
Jenderal Minyak dan Gas berlangsung selama dua bulan atau tepatnya 41 hari kerja. 
Beberapa pekerjaan yang praktikan lakukan adalah seputar input pengeluaran 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, perhitungan pajak, monitoring, serta 
pendokumentasian secara digital SPM. Selama melaksanakan PKL, praktikan 
mendapatkan berbagai pengetahuan mengenai pelaksanaan kegiatan keuangan serta 
aplikasi yang digunakan pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Praktikan 
juga mampu mengaplikasikan serta membandingkan ilmu-ilmu yang ada selama 
perkuliahan dengan keadaan di lapangan. Selain itu, praktikan juga mendapatkan 
ilmu lebih terkait peraturan-peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan 
kegiatan keuangan pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Serta, 
praktikan juga memperoleh pengalaman serta pemahaman secara lebih mengenai 
pelaksaan etika seorang akuntan dalam melaksanakan tugasnya dalam bekerja.   
 
B. Saran 
 Setelah melakukan praktik kerja lapangan di Direktorar Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi, terdapat beberapa hal yang praktikan sarankan dan diharapkan dapat 




1. Bagi Mahasiswa 
a. Harus mempersiapkan berbagai hal untuk melaksanakan PKL dengan 
matang, mulai dari pencarian tempat PKL, karena perusahaan memiliki 
prosedur yang berbeda dalam hal penerimaan PKL bagi mahasiswa. 
b. Mahasiswa harus mampu menyesuaikan diri dengan cepat dengan 
lingkungan pekerjaan yang berbeda dengan lingkungan di kampus dimana 
dalam dunia pekerjaan, mahasiswa dituntut mengikuti aturan kantor yang 
berlaku, dan hal tersebut harus dilaksanakan karena mahasiswa membawa 
nama baik universitas yang harus dijaga. 
c. Selama melaksanakan PKL mahasiswa harus mencatat berbagai hal yang 
dilakukan dan mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam proses 
pembuatan laporan, hal ini sangat bermafaat untuk menghindari 
kekurangan bahan dalam pembuatan laporan PKL. 
2. Bagi Prodi S1 Akuntansi 
a. Diharapkan dapat memberikan daftar dosen pembimbing PKL sebelum 
mahasiswa melaksanakan PKL, hal tersebut karena mahasiswa 
memerlukan juga bimbingan selama PKL untuk mengetahui hal-hal 
yang perlu lebih digali selama melaksanakan PKL.  
b. Memberikan referensi bagi mahasiswa dalam penyaluran tempat PKL 
dan membuat pendataan tempat PKL mahasiswa tahun sebelumnya agar 
mahasiswa yang akan melakukan PKL bisa memanfaatkan informasi 
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Lampiran 5: Input Perjalanan Dinas dengan Aplikasi SKDJM 
 











































































Kolom A: Nomor urut, yang menunjukan jumlah data yang telah di-input. Hal ini 
membantu praktikan dalam mengetahui apakah seluruh data telah ter-
input atau belum.  
Kolom B: Berisi kode akun sesuai dengan yang telah di-input oleh praktikan pada 
form detail SPTB. 
Kolom C: Penerima adalah nama karyawan yang menerima honor tim, diwakili 
oleh ketua tim.  
Kolom D: Berisi uraian pekerjaan tim projek serta periode pekerjaan.  
Kolom E: Jumlah pada kolom adalah nominal uang yang akan diberikan sebagai 
pengasilan bersih atas projek yang dilakukan, dimana jumlah yang tertera 
adalah total penghasilan untuk satu tim.  
Kolom F: PPN yang dipungut atas transaksi yang dilakukan, namun untuk honor 
tim projek tidak dikenakan PPN. 
Kolom G: PPh  yang dipungut atas transaksi yang dilakukan, PPH dapat berupa PPh 
pasal 21, PPh pasal 23, atau PPh pasal 22 sesuai dengan keperluan. Untuk 
































Lampiran 12: Hasil Perhitungan PPh pasal 23
 
Keterangan  
Perhitungan dilakukan dengan mencari nilai bruto transaksi, dimana pada transaksi 
diatas nilai brutonya adalah Rp 88.400.000,-. Kemudian hasil transaksi tersebut 










































































































































































































































Menunjukan posisi SP2D berada, dimana terdapat beberapa keterangan seperti  
d. sukses overbooking: SP2D sudah berhasil dilakukan pemindahbukuan. 
e. sukses SKN: SP2D sudah berhasil dilakukan kliring nasional. 
f. RGTS: Sistem transfer dana elektronik dalam mata uang rupiah yang 


































































































Lampiran 27: Kartu Bimbingan PKL 
 
